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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran Dewan HAM PBB terhadap
cara-cara yang dilakukan Presiden Rodrigo Duterte dalam menangani para
pengguna narkoba. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya peredaran
narkoba di-Filipina yang terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga Presiden
Rodrigo Duterte menyikapi masalah tersebut dengan berbagai. cara seperti
hukuman mati dan membuat progam Operation Double Barrel yang bertujuan
untuk memberantas pengguna narkoba dengan mengirim anggota polisi militer ke
setiap rumah-rumah sesuai daftar nama yang telah ada. Melihat peristiwa tersebut,
maka dibuatlah pertanyaan penelitian yaitu “Bagaimana peran Dewan HAM PBB
dalam menangani pelanggaran HAM dalam kasus narkoba di Filipina pada masa
pemerintahan Presiden Rodrigo’ Duterte?”. Tujuan dari penelitian ini yaitu
mengetahuai tentang peran yang dilakukan Dewan HAM PBB untuk menyikapi
masalah hukuman mati di Filipina pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo
Duterte. Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah metode
kualitatif. Hasil penelitian yang didapat adalah Dewan HAM PBB dalam
menyikapi hukuman mati yang ada di Filipina dengan membuat resolusi. Resolusi
tersebut bertujuan untuk membuat Filipina berhenti melakukan proses hukuman
mati tersebut. Dilain sisi adanya upaya yang tidak disetujui oleh pemerintahan
Filipina ‘terkait resolusi tersebut. Resolusi itu dinilai mencoba mengintervensi
Filipina dan mencampuri kedaulatan negara. Adapun hambatan yang ada yaitu
adanya ASEAN WAY yang membuat resolusi tersebut terhambat karena dalam
program itu, negara-negara luar ataupun organisasi internasional tidak dapat
mencapuri urusan negara anggota ASEAN WAY. Kesimpulan yang didapat dari
hasil penelitian tersebut yaitu resolusi sejauh ini bisa berjalan lancar dengan
beberapa permintaan terhadap pemerintahan Filipina. Dengan dibuatnya resolusi
membuat pemerintahan Filipina menjadi lebih memperhatikan hal-hal yang
dilakukan oleh Dewan HAM PBB sehingga proses kebijakan terkait perang Anti-
narkoba terhenti untuk sementara waktu.
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ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the UN Human Rights Council in the ways
President'Rodrigo Duterte treats drug users. This research is motivated by the
rampant drug trafficking in the Philippines which continues to increase from year
to year so that President Rodrigo Duterte has addressed this problem in various
ways such as the death penalty and the Operation Double Barrel program which
aims to eradicate drug users by sending members of the military police to every
home. house according to the existing list of names. Seeing this incident, a
research question was raised, namely "What is the role of the UN Human Rights
Council in dealing with human rights violations in drug-cases in the Philippines
during the administration of President Rodrigo Duterte?" The purpose of this
study is to find out about the role played by the UN Human Rights Council in
addressing the issue of the death penalty in the Philippines during the
administration of President Rodrigo Duterte. The method used to conduct this
research is a qualitative method. The research result obtained is that the UN
Human Rights Council is addressing the death penalty in the Philippines by
making a resolution. The resolution aims to make the Philippines stop carrying
out the death penalty process. On the other hand, there were efforts that the
Philippine government did not agree with regarding the resolution. The resolution
is considered to be trying to intervene in the Philippines and interfere with the
country's sovereignty. As for the existing obstacles, namely the existence of
ASEAN WAY which hampered the resolution because in the program, foreign
countries or international organizations could not interfere with the affairs of
ASEAN WAY member countries. The conclusion obtained from the research
results is that the resolution so far has been running smoothly with several
requests from the Philippine government. With the drafting of the resolution, the
Philippine government paid more attention to the things that were done by the UN
Human Rights Council so that the policy process related to the Anti-drug war was
temporarily suspended.

Keywords : Philippines, Death Penalty, Human Rights, UN Human Rights
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